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A. LATAR BELAKANG PENELITIAN |

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus
diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

Sejalan dengan amanat PM 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya, telah ditegaskan bahwa
setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 _
ayat (3) dinyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu undang — undang yang mengatur
dalam bidang kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Undang-
Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan dan Undang -
Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang Rumah Sakit.

Dengan Undang-Undang baru tersebut, diharapkan masyarakat mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang optimal. Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah



Sakit terkait erat dengan perlindungan hukum untuk pasien atas haknya dan
perlindungan hukum baik bagi penyelenggara maupun bagi pemberi jasa
pelayanan kesehatan.Hal ini didasarkan karena pelayanan kesehatan sangat
berkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar manusia yang tujuan akhirnya
terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir maupun bathin.

Rumah Sakit mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan.
Penyelenggaraan kesehatan oleh Rumah Sakit memerlukan dukungan berbagai
sarana dan prasarana, baik berupa perangkat keras, perangkat lunak serta
perangkat pendukung lainnya.

Rumah Sakit adalah salah satu penyelenggara kesehatan yang berfungsi
sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit dan memberikan
pelayanan yang paripurna, dan fungsi tersebut memiliki makna bahwa pemerintah
turut bertanggungjawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan alasan tersebut pemerintah perlu mengintensifkan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh rumah
sakit, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, maupun yang diselenggarakan
olch swasta sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
sebagaimana yang dicita—citakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-
Undang Rumah Sakit dan dilandasi oleh asas manfaat untuk mewujudkan
pelayanan kesehatan yang optimal yang bersumber pada Pancasila dan UUD’45,
antara lain asas kemanusian yang adil dan beradab dan keadilan sosial sehingga
terwujud masyarakat yang adil, sehat dan sejahtera.

Rumah sakit merupakan institusi padat modal, padat teknologi dan padat

tenaga kerja, sehingga pengelolaan Rumah Sakit tidak bisa semata-mata sebagai



unit sosial, sehingga Rumah Sakit mulai dijadikan sebagai subyek hukum dan
sebagai target gugatan atas seluruh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di
Rumah Sakit, yang dinilai merugikan orang lain (pasien),hal ini menjadikan
rumah sakit tidak sebagai unit sosial semata-mata tetapi menjadi unit sosio
ekonomi.

Perubahan paragdima ini jelas tidak menguntungkan bagi dunia
perumahsakitan, sehingga perlu diwaspadai dan disikapi secara benar. Hubungan
tenaga kesehatan di Rumah Sakit dalam hal ini dokter,dokter gigi dan tenaga
kesehatan lainnya dilihat dari aspek hukum, adalah hubungan antara subyek
hukum dan subyek hukum. Hubungan tersebut adalah hubungan yang obyeknya
pelayanan kesehatan khususnya kuratif. Hubungan hukum ini dikenal dengan
istilah transaksi terapeutik, dari hubungan tenaga kesehatan tersebut terbentuklah
apa yang dikenal sebagai perikatan (verbintenis). Sebagai suatu perikatan, di
dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai
pemberi jasa pelayanan medik dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan medik.

Obyek atau prestasi dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien
dalam perjanjian atau transaksi terapeutik ini adalah berbuat sesuatu yakni berupa
upaya kesehatan (kuratif) atau terapi untuk penyembuhan pasien, atau yang
dikenal juga dengan perikatan ikhtiar (inspaning verbintenis).

Adakalanya dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien tersebut, prestasi
yang berupa pelayanan medis terhadap pasien tersebut menimbulkan suatu
kerugian yang diderita oleh pasien. Apabila dalam hubungan ini pasien merasa

dirugikan, maka pasien dapat menggugat ganti rugi, bukan hanya pada tenaga



kesehatan tetapi juga kepada Rumah Sakit tempat tenaga kesehatan tersebut
bekerja.

Rumah Sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya (Ziablity), tanggung
jawab tersebut timbul akibat dari kelalaian yang dibuat bawahannya
(subordinate). Dalam kaitannya dengan pelayanan medik, maka Rumah Sakit
dapat bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang
bekerja dalam kedudukan sebagai subordinate (Vicarious liability), hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Pasal 46 tahun 2009 yaitu:
“Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap seluruh kelalaian yang
dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit “.

Pasien dapat menggugat Rumah Sakit dan tenaga kesehatan yang melakukan
suatu kelalaian yang diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367
KUHPerdata, dan Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009.
Ini berarti hukum positif di Indonesia telah mengatur, mengenai tanggung jawab
perdata bagi hubungan hukum antara tenaga keschatan yang bekerja di Rumah
Sakit dan pasien, apabila salah satu pihak merasa dirugikan sebagai akibat dari
kelalaiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dirasakan perlu untuk meneliti mengenai
ketentuan tentang tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap seluruh kelalaian
tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit yang dihubungkan dengan asas
manfaat bagi pasien.

Dalam penulisan tesis ini, hanya dituliskan tentang salah satu tenaga kesehatan
yang bekerja di rumah sakit yaitu Dokter dan Dokter Gigi. Besar harapan hasil

analisis yang dihasilkan dalam penelitian tesis ini, hasil analisisnya yang berupa



hipotesis atau jawaban sementara, dapat digunakan bagi berbagai pihak untuk
memecahkan permasalahan yang diuraikan tersebut.

Penelitian ini diberi judul: TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT
DAN ASAS MANFAAT (Penelitian Yuridis Normatif Terhadap UU Tentang
Kesehatan No. 36/09, UU Praktik Kedokteran No. 29/04, UU rumah Sakit No.

44/09).

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian tersebut diatas, dalam
penelitian tesis ini dapat diramuskan, rumusan masalah, yaitu :

“Apakah Ketentuan Tentang Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakt Terhadap
Seluruh Kelalaian Tenaga Kesehatan Menyebabkan Dipenuhinya Asas Manfaat

Bagi Pasien?”

C. TUJUAN PENELITIAN
Dari perumusan masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan

dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

I. Untuk mendapatkan gambaran tentang tanggung jawab hukum Rumah Sakit
terhadap seluruh kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit;

2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai Asas Manfaat bagi pasien yang
berupa unsur— unsurnya;

3. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan tanggung jawab hukum
Rumah Sakit dan terhadap seluruh kelalaian tenaga kesehatan dan asas

Manfaat.



D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian tesis ini adalah Metode Penelitian Deskriptif, di mana
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin
tentang suatu gejala atau objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah
membuat deskripsi, atau gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
unsur — unsur, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.’

Metode penelitian ini dibagi menjadi :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analitis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian adalah sifat/karakteristik
khusus atau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu penelitian hukum.
Dalam penelitian hukum, hukum memiliki sifat/karakteristik khusus atau
kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai
patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Pada penelitian hukum ini, menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian
hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang
dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep
dan atau sang pengembangnya, yakni metode kajian hukum dengan hukum yang
dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menuruti doktrin
aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan
sebagai kaidah pemndang-undahgan menuruti doktrin aliran positivisme dalam
ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai

keputusan hakim in concreto menuruti doktrin fungsionalisme kaum realis dalam

! Lihat Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 58.



ilmu hukum.?

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif analitis, yaitu membuat
deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat
dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya,
yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten
dan sistematis serta logis.>

Dengan demikian, spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang
menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam
penelitian ini, yaitu tanggung jawab hukum Rumah Sakit dan asas manfaat
berdasarkan kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

Selanjutnya, spesifikasi penelitian deskriptif ini digunakan pula untuk
menganalisis, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada
perumusan masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis
sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu
tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap seluruh Kelalaian tenaga Kesehatan
dalam hal ini Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di rumah sakit dan asas
kemanfaatan bagi pasien.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis normatif. Kata atau istilah "metode" berasal dari bahasa

Yunani, yaitu “methodos", yang terdiri dari kata "meta" yang berarti sesudah atau
y yang 2

? Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum ( Paragdima Metode dan Dinamika Masalahnya )
Editor Ifdhal kasim et.al..Elsam dan Huma, Jakarta 2002, him 147 — 160.

? Lihat Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,him 63,72,405,406 dan
427;Lihat pula Hilman Hadikusuma, Metode pembuatan Kertas Kerja dan skripsi llmu Hukum,

Mandar Maju, Bandung, 1995,hlm,98.
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di atas, dan kata "hodos" yang berarti jalan atau cara. Dalam arti kata yang
sesungguhnya, maka kata "metode" adalah cara atau jalan. ‘Sehubungan dengan
upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja
untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.’

Dengan demikian, pengertian dari kata "metode” berarti suatu penyelidikan
atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.®

Selanjutnya, kata atau istilah "pendekatan (approach)” adalah sesuatu hal
(perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan.” Dalam konteks penelitian,
kata atau istilah "pendekatan" merupakan bentuk sistematis yang khusus dari
seluruh pemikiran dan telaah reflektif ®

Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti bahwa hukum
memiliki sifat/karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagat  suatu
norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam
berinteraksi dengan sesamanya.

Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam
penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah
dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang

sifatnya khusus.”

! Jhonny Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Surabaya,2006. him. 25 - 26.

*Koentjaraningrat, Metode — Metode Penelitian Masyarakat,Gramedia, Jakarta,1977,hlm. 16.

¢ Lihat J.J.J. M. Wuisman, PenelitianIimu - ilmu Sosial ( Jilid I : Asas - asas ) disunting oleh : M.
Hisyam, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hlm 85 - 86;
Llhat pula C.A. van peurseun,Susunan Ilmu Pengetahuan ( Sebuah Pengantar Filsafat ilmu )
diterjemahkan oleh : J. Drost, Gramedia, Jakarta, 1993,him.16.

7 Lihat Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum, Mandar
Maju,Bandung,1995,him.58 - 61.

*Fred N.Kerlinger, Asas —asas Penelitian Behavioral diteriemahkan oleh : Landung R.
Simatupamg, gajah Mada university Press, Yogyakarta,1992,him.18.

’Scdarmayanti dan  Syarifuddin Hidayat, Metodologi Peneclitian, Mandar Maju,
Bandung,2002,him. 23.
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Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (the coherence theory
of truth), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis
dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi,
atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan
proposisi sebelumnya yang dianggap benar. *°

Dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus
melalui proses pengujian atau verifikasi. Pendekatan yuridis normatif yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang—undangan
(statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) "' yang dirumuskan
dalam dua proposi hukum yang mempunyai hubungan kausalitas (hubungan sebab
akibat).'?

Dalam tesis ini adalah antara tanggung jawab hukum Rumah Sakit untuk

terpenuhinya asas kemanfaatan bagi pasien.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1. Jenis Data

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau literature
study. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data.
Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi data
kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat
diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan

data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan

' Lihat A. Sonny keraf & Mikhael Dua, Jimu pengetahuan ( Sebuah Tinjauan Filosofis ) ,
Kanisius, Yogyakarta, 2001, him.68.

"' Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Kencana, Jakarta, 2005,hlm.137 - 139

“0p.Cit 1,him.82 - 83



sumbernya adalah data sekunder dan yang berdasarkan sifatnya adalah data
kualitatif. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti
dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian
dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau
dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan
milik pribadi.” Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif, yaitu data yang
menunjukan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan,
proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.'*

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.'* Bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif
seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan
tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini
terdiri dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang No. 29
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang No. 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan, beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang-undangan
tersebut. Undang — undang No.44 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang -
undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sedangkan bahan hukum
sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing,
pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan para

pakar hukum mengenai asas manfaat. Selain itu, dalam penelitian ini

"> Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 65.
' Lihat H. hadari Nawawi & H.M.Martini Hadari.Instrumen penelitian bidang sosial, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, 1995, him. 48 - 49 ;
Lihat pula Talizidhhu Ndraha, Research ( Teori Metodologi Administrasi ),Bina Aksara,
Jakarta, 1985,him.60 - 61
'S Soerjono Sockanto & Sri Mamudji, Op.Cithlm. 13.
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dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan
hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi
berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan
masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk
menganalisisnya.
2. Metode Pengumpulan Data
Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang bersifat kualitatif maka metode pengumpulan data yang
dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan
(praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari serta
memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil
pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-
undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan
publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen,
kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.4
3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang
diukur/dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap
data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma /
kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum

kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum),
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konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran
atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam
peneiitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data
disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis
sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta
pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu
masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan
perumusan masalah yang menjadi fokus dalam peneilitian ini, yaitu hubungan

antara Tanggung jawab hukum rumah sakit dan asas manfaat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa saja yang
akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulisan ini akan disusun dengan
sistematika, dimulai dengan Bab I sebagai Bab Pendahuluan, terdiri dari 6 Subbab
yaitu Latar Belakang Penelitian diikuti dengan Perumusan Masalah Penelitian,
kemudian Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan
diakhiri dengan penulisan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya di dalam Bab II, akan dibahas tentang Tanggung Jawab
Hukum Rumah Sakit, yang terdiri dari Subbab A tentang Pengantar, Subbab B
tentang Aspek Hukum Rumah Sakit, Subbab C tentang Hubungan Hukum Tenaga
Kesehatan dan Rumah Sakit, yang kemudian dilanjutkan dengan Subbab D
tentang Unsur-unsur Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian
Tenaga Kesehatan, dalam hal ini yang akan dibahas adalah dokter, serta diakhiri
dengan Subbab E sebagai Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh Bab II.

Sedangkan di dalam Bab III, akan dibahas mengenai Asas Manfaat yang
12



meliputi Subbab A tentang Pengantar, dilanjutkan dengan Subbab B tentang
Manusia, Masyarakat dan Kaidah Hukum, setelah itu Subbab C tentang Tujuan
dan Fungsi Hukum, dilanjutkan dengan Subbab D tentang Asas Hukum dan
Subbab E Asas Manfaat, serta diakhiri dengan Subbab F Penutup yang berisi
rangkuman dari seturuh Bab III.

Setelah itu dalam Bab IV akan dibahas mengenai hubungan antara
tanggung jawab hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat, yang terdiri dari Subbab
A tentang Pengantar, dilanjutkan dengan Subbab B yang berisi tentang Unsur-
unsur Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit, kemudian dilanjutkan dengan
Subbab C yang terisi tentang Unsur-unsur Asas Manfaat. Kemudian dilanjutkan
dengan Subbab D berisi Analisis Hubungan Antara Tanggung Jawab Hukum
Rumah Sakit dan Asas Manfaat dan diakhiri dengan Subbab E sebagai Penutup
yang berisi rangkuman dari seluruh Bab IV.

Akhirnya pada Bab V, yang merupakan Bab Penutup dalam penelitian
tesis ini, akan dituliskan beberapa Kesimpulan dari penelitian tesis ini dan

beberapa Saran-saran sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak.
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